PEMERINTAH KOTAMADYN DNAERAH TINGKAT 11
MOJOKERTO

PERNTURNN DAERNH KOTAMADYN DNAERAH TINGKAT IT MOJOKERTC
NOMOR & TAHUN 1994

TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPNTAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTU
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YNNG MAHA ESN
WAL IKOTAMADYA KEPALO DAERNH TINGKAT 11 MOJOKERTO

Menimbang H bahwa MAnggaran Pondapatan dan Belanja Raerah  Kota-
madya Paeprah Tingkat 11T Mojokerto Tahun Anggaraiy
1996/1997 cepouai dengan Paal &4 ayat (2} Undang—undang
Nomor 5 Tahun 1974 perlu ditctapkan dengan suatu
Poraturan bDacrah.

Mengingat : 1. Urdang—-undang Nomor 17 Tahun 1250 tentang  Pem-
bentukan Daerahbh Kota Kecil dalam Lingkungan Pro-
pinsi Jawa Timur/Jawa Tengab/Jawz Barat;

2. Undang - undang Nomor 3 Tabhun 1974 teontang -
Pokok—pokok Pemorintahan di Daerab (Lembaran Negara
Aepublik  Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Fambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3C37);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Thhun 1983 Nomor &8)  ;

. Peraturan Pemcrintah Nomer 3 Tahun 1975 tentang
Pongarusan Pertanggung  Jawaban  dan Pengawasan
Kocuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indo-
nosia Tahun 1970 Nomor G )

S. Peraturan Pemcrintah Nomor & Tahun 1973 tentang
Cara Penyusunan Hnggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah, Pelakmanzan Tala Usaha Keuangan Daerah  dan
Penyusunan ‘wrhitungan Anggaran  Pendapatan dan
Helanje Dagrah { Lembaran Negara Republik Indo—
nesia  fohun 1970 Naomor &6 )

&. Peraturan Peomer intah Momor 17 Tabun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kolamadya Daerah Tingkat I
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republih
Indoncnia Nomor 3242);

7. Keputusan Presiden Aepublik Indonesia  Noemor o9
Tahun 1981 tentang Tata Cara Penyodiaan dan Ponval -
uran Subsidi Baji dan Ponsiun Bagi: Dacrah Otonom 1

B. Prraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 19735
tentang Contoh-caontoh Cara Ponyusunan Anggaran
Pondapatan dan Belanja Daerah, Polaksanaan Tata
Usaha Keouangan Dacrah dan Penyusunsn  Perhitungan
Nnggaran Pendapatan dan Belanja Dasrahg
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Poraturan Monteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun. 1978
tentang Poonorimaan Susbangan Pihak Ketiga kegpada
Dacrah

Poraturan Mentori Dalam Neger: Nomor 11 Tabun 1778
tentang Polaksanaan funtutan Ganmta Rugi Kouangan
dan Materiil Daerab  j

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979
tentang  Pelaksanaan Pengelolaan Barang Peomorintah
Paerah j

Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 198G
tentang Pengurusan pendapatan Daerah Hasi]l Pajak
Bumi dan Bangunan ;

Peraturan HMenteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tontang Pelakcanaan Anggaran Pendapatan dan Brlania
Dacral H

Keputusan Monter: Dalam Negeri Nomor FO0-00% Tahun
1980 tentang Manual Administrasi Kowangan Daerah

Keputusan Menterd Dalam Negeri Momor 570 - 340
Tahun 1981 tentang Prograsm  Pombinaan finggarare
Daerah dan Pongendalian Kredit Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ?70-893 Tahun
1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerabs

Keputusan Mentori Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1984
tentang Langhkab Portama Pensinkronisasian  Anggaran
Pendapatan darn Belanja PRaerah dongan finggarean
Pendapatan dan Belanja Negaraj;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Q0% — 13519
Tahun 1985 tentang FPenyempurnaan Yoputusan Montoeri
Dalam Neger: Nomor 03 - 503 tentang Peolakoanaan
Nnggaran Peondapatan dan Helanja Dasrahs;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985
tenntang Peotunjuk  Pengoclolaan Pendapatan Dacrah
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 3

Keputusan Meniteri Dalam Npgert  Nomor 993 - 269
Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Tata Usaha Kouangan Daerah serta Perhitungan Nng--
garan Pondapatan dan Belanja Daerab;

Keputusan Monteri Dalam Negeri Nomor F03-379 Tahun
1997 tentang Penggunraen Sistem Digit dalam Pelaksa—
raan Anggaran Pendapatan dan Belanga Darrah 3

Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor Qa3 -~ 037
Tatun 1988 tentang Ponyempurnaan Bentuk dan Susunan
Anggaran Pondapatar dan Belanja Daerah;

Keputuﬁaﬁ Moateor | Dalam Megeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentub Poraturan Daerah  dan Peraturan
Dacrah Perubahan;



Memperhatikan : 1. Surat Monteri Dalam Negerl  Nomor QO3 KL TSPLD
tanggal 31 Januar: 1995 perihal Peodoman Plemyisi e
nan Nnggaran Pondapatan dan Belanja Dacrah Tahun
fnggaran 1995/19%96 .

2. Keputusan Dewan Perwakiltan Rakyat Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat 11 Mojokerto Nomor 05 Tabhwn
199% tanggal 29 Juni 1993  tentang Peraturan Tata
Tertib Dowan Perwakilan Rakyat Daerah  Kotamadya
NDaerah Tirgkat IT Mojokerto.

Moendongar H 1. Pembicaraen dalam SDapat-rapal Panitia finggaran
Tanggal 7 Marect 1996 sampal desgan 728 Marct 19%4;

2. Pembicarasn dalam  Rapat Paripurna  Dowan Por—
wakilan fiabyael Dacrqah ¥otamadya laerah Tingkat ¥I
Mojokeritu Papggal 27 Marct 1996,

Dengan  Persctujuan  Dewan Porwak:ilan Rakyat Darrah  Kotamadya Daerah
Tingkat Il Moiokerto,

MEMUTUS KAN

PERNTURAN DAERNH KOTAMADYA DNERMAH TINGRAT I1 MO0~
KERTO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN  PEMDAPNTNAN  DAMN
BELANIA  DAERAH KOTNAMADYH DAENAH T IMNBER] 11 MOJO0-
KERTO TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Menctapkan

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah
Tahun Anggaran 192671997 adalah sebesar .....c-cu----
Ap. 12.902.635.4130,00 terdiri dari =

a.- PENDAPATAOAN H
- Pendapatan, cebescar..... Rp. 12.907.635.430,00
b. BELANIA H

- Rutin, <ebheoar Hp., 6-998.756.830,00
- Pembangunan,
sebosar L. fip. 0.903.878.600,00
Rp. 12.902.4635.430,00

Pasal 2
Jumlah UYru—an Kas dan Perhitungan adalah
sebagai berikut =
a.- PENDAPATAHN
Pondapatan, sebesar o....- Rp. 2,631,700 006,00

5. BELANJA

- Rutin, schosar Rp. 2.631.900.000,00
- Pembangunan
sebesar N I H 1L

Rp. 2.631.900.000,00



Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersehul pada Pasal 1
Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran N ;3

(2} Rincian lebih lanjut dari ketentuan Lo nobut
pada Pasal ! dan Pasal 2 Peraturan Dagrah 1ind
dimuat dalom Lampiran .1, A.II/B dan A.IT/P 3

(%} Rincian scbagaimana tersebut pada ayat (1) dai
ayat (2) Pacsal ini merupakan baglan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

Pamal 4
Peraturan Dacrah ini mulai  beorlaku pada
tanggal diundangkan untuk selama Tahun  Hnggaran
1996/1997 .
Agar <=etiap orang dapat mengetahuinya, me-

merintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan
pencmpatannya dalam Lombaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Mojokertio.

Ditertapkan  di Mojokerto

pada tanagal 29 Marct 19946
DEWAN PERWAKILAM RAKYAT DNAERAH wol_ TEKOTAMADYN KERPALA DOERAH
KOTAMADYN DNERAH TINGKAT TI ’ TINGEAT 11 MOJOKERTO
MOJOKERTDO
KETUAN
Cap.ttd Cap.ttd
R. SCCEHNMNDTI TEGOEH SOEJONG, S.H.
Disahkan dengan Keputusan Gubernur ¥epala Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur tanggal 17 Juni 199& Nomor 2%4/P Tahun 1996.

ft.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKNT 1
JNWA TIMUR
Acicsten Ketataprajaan

Cap.ttd.

Dro. SOENARJD

Pembina Utama Muada
NiP, 310 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerabh Tingkat I¥

Mojokerto Tahun 1996 Scri £ pade tanggal 78 Juni 1996 Nomor = 2/C.

A . WAL IKOTAMADYA KEPALN DAERAH TINGKAT I1
MOJOKERTE
Sekrotaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.
Drs. B C 1 M 1IN

Pewbina Tingkot |
NIP. Q10 043 211



